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PRESIDEN
RERURLI INDORESIA

INDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1969
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTATI PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR [ TATTUN 1969 (LTABARAN NEGARA
TAHUN 1969 NOMOR 16; TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2890) TENTANG BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA
MENJADT UNDANG-UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

EFUBLIK iNDOD

demimbang : a. bahwa Perusalinan-perusahaan Negara sebagai unit ekonomi yang tidak terplsah dari sistim ekonomi Indoresia perlu segera
disesuaikan pengaturan dan pembinaannya menurut isi dan jiwa Ketetapan M.P R S Nomor: XXII/MPRS/1966:
b. bahwa dzlam kenyataannya terdapat usaha Negara dalam bentuk Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang Momor 19
Prp. Tahun 1950 yang dirasaken tidak cfisicn, schingaa dipandang periu untuk scgera moneritbkannya kembali; '
c. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nowmor 16;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 28%0) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar Pasal 22 ayat
{1) Undang-undang Dasar 1945_ periu dlleupkan menjadi undfmn—undanﬂ

1. Undane undane Duanr 1943 Py
! S

f i ranad £ e
eiginont i, 3 455 M
2. Ketetapar Majelis Permusayawaratan I@ﬂat Sementara Renuhllk Indonesia Nomor X XHI/MPRS/1966:
3. Indonesische Bednjvenwet (Staatsblad- 1927 Nomor 419) sebagaimana yang telah beberapq kalt diubah dan ditambah;
4 Kiab Undanz-undarng Hulun Dagang (Stastshiad 1847 Nomor 23 %!
ditambal; )
5. Undang-undang Nomor 19 Prp, tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan
Lemburan Negara 1989):
& Pomtumn Pemennh Pengganu Undanz o1 | whun 1965 {Lembaran Megan Tahun 1954 Nomor 18,
Ltambahan Lembaran Negara Nowor 2890):
Dengan persstujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotung Royong;
MEMUTUSKAN.
Sambil menunggu peninjauan kembalt secara keseluruhan mengenai:
a  Indonesizche Bedripvenwet (Staatshlad 1927 No
¢ Undang- Ul‘lddﬂg Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan
Lembaran NMegara 1989);
enctaplan @ UNDANG-UNDANG TENTANG TAPANM PERA MERINTAN PENGGANTI UNDANGUNDAMG

NOMOR 1 TAHUN 1969 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 NOMOR 16; TAMBAHAN LFMBARAN NEGARA
NOMOR 2890) TENTANG BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA MENJAD! UNDANG-UNDANG.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Kecuali dengan atau berdasarkan Undang-undang ditetapkan lain, usaha-usaha Negara berbentuk Perusahaan dibedakan dalam:
1. Perusahaan Jawatan, dismgkat PERJAN;

2t PO

-

3. Perusahaan Perseroan, disingkat PLRbl:.RO
Pasal 2

{1} PERJAN ad:ﬂ?h nemsah’lan Neua:a vang didirikan dan distur menvrut ketentuan-ketentuan vane termaktub dalam
‘ol 34190 sebumsimans va

1pa kit deruboh dan

ditam b:lh

{2) PERUM adalah perusahaan Negera yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam
Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960,




(3) PERSERO adalah perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-
undang Hukum Dagang {Staatshlad Tahun 1847 Nomor 23) sebagdimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah baik
vang saham-szhamnya univk sebagiannya maupun selurubnya dimiliki oleh Negara.

Pasal 3

(1) Penyertaan Negara dalam suatu PERSERO sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 2 ayal (3) Undang-undang in1 berupa

dan berasal dari kekayaan Negara vang dipisahkan.

{2} Pemisahan kekayssn Negars untuk dijsdikan modal penyeriaun Negara dalam PERSERO diluksanukan sesuai dengan

ketentuan perungang-undangan yang berlaku.
(3) Cara-cara penyertaan dan penata-usahaan pemilikan Negara aias PERSERO akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

KETENTUAN PERALTHAN

Pusai 4
Semua Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomaor 19 Prp. Tahun 1960 vang akan dialihkan
kedalam bentuk PERJAN dan PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat-ayat (1) dan (3) undang-undang
ini diigiapran dengan Peratuan Pemerintah, dengan keigntuan hahwa kekayaan Negara vang telah terianam dalam Perusahaan

negara yang bersangkuatn dapat ditanjutkan kegunaunnya fangsung dalam perusahaan-perusahaan pengganiinya itu.

BABIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Undangindane ini isbin " Undangundang tantang Rentul hentule Lisaha Mezarn 10607
Pasal &

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang inf diatur lebih lanjut dafam Peraturan Pemerintah,
Pasal 7

. 4 st iuenerboy

Undeng-undung ini mutai berleky pads hord dlundunpkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

e pada tanggal 1 Agustus 1969
FRESIDEN REFUBLIR INZUNESIA
ttd

SOEHART G

|
Diundangkan di jakarta

sauda lngeal 1 Agusius 1565

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

iid

ALAMSIAH




PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman
khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah,
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum
(Perum) Pegadaian, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000
tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan
Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik
Negara, perubahan bentuk badan hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan
Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4554).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM
(PERUM) PEGADAIAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Pasal 1
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1)

)

)

)

®3)

1)

)

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum
(Perum) Pegadaian yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara, yang dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan Perseroan (Persero).

Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan:

a. seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perum Pegadaian menjadi kekayaan, hak dan kewajiban
Perusahaan Perseroan (Persero);

b. seluruh karyawan tetap Perum Pegadaian menjadi karyawan tetap Perusahaan Perseroan
(Persero) berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

C. seluruh karyawan tidak tetap Perum Pegadaian menjadi karyawan tidak tetap Perusahaan
Perseroan (Persero) berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu; dan

d. hak dan kewajiban antara Perum Pegadaian dengan karyawan Perum Pegadaian menjadi hak dan
kewajiban antara Perusahaan Perseroan (Persero) dengan karyawan Perusahaan Perseroan
(Persero).

Pasal 2

Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa
lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk
masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta
optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perseroan
(Persero) melaksanakan kegiatan usaha utama berupa:

a. penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;

b. penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; dan

c. pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu
adi.

Selain melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan
Perseroan (Persero) dapat melaksanakan kegiatan usaha:

a. jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman; dan
b. optimalisasi sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero).
Pasal 3

Modal Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang ditempatkan
dan disetor pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) berasal dari kekayaan Negara yang
dipisahkan yang tercatat dalam Perum Pegadaian.

Modal Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar modal negara
Republik Indonesia yang tercatat dalam neraca penutup Perum Pegadaian.

Pasal 4
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1)

)

Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan oleh

Neraca penutup Perum Pegadaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan neraca pembuka
Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara berdasarkan

hasil audit.

Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Menteri

Negara Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 5

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 13 Desember 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 13 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 132

3/3



	Revisi Sidang Halaman Depan (17 Januari 2017).pdf
	ISI.pdf
	Revisi Sidang Daftar Pustaka (17 januri 2017).pdf
	IMG_20170120_0004.pdf
	PP_NO_51_2011.PDF

